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Abstract

The aim of the study to examine the effect of regional wealth, regional spending,
intergovernmental revenue and audit findings on government performance
regions. Population in this research are all regencies and city in Riau Province
and all of them used as sample. The data used in this study are financial
statements from 2014-2018. Result of Multiple regression Analysis shows that
regional wealth and intergovernmental revenue have a significant effect on the
performance of local governments, while regional spending and audit findings
does not have a significant effect on the performance of local government This
research has a contribution to the local government that is able to improve its
performance through increasing regional wealth by exploring the potential of the
region.

Keywords: Regional Wealth, Regional Expenditure, Intergovernmental Revenue,
Audit Findings and Local Government Performance.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, belanja
daerah, intergovernmental revenue dan temuan audit terhadap kinerja
pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan
kota yang ada di Provinsi Riau dan semuanya dijadikan sampel. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2014-2018. Hasil
Analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan pendapatan
antar pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,
namun belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja pemerintah daerah. yang mampu meningkatkan kinerjanya
melalui peningkatan kekayaan daerah dengan menggali potensi daerah.

Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Antar Pemerintah,
Temuan Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah.
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Pendahuluan

Kebijakan pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas kepada daerah
memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah dapat diarahkan
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi dengan cara penggunaan sumber
daya yang yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada
pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas dicerminkan oleh pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan kepada masyaraka
merupakan cerminan pencapaian kinerja pemerintah. Kinerja tersebut dapat
dicapai apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah secara
optimal yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Namun kenyataanya, harapan akan pencapain kinerja yang baik dengan
adanya otonomi daerah tidak selalu sejalan dengan harapan publik. Terdapat
banyak kritikan  kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
maupun pembangunan (Rini dan Damianti, 2017). Kinerja Pemerintah daerah
yang disampaikan selama ini juga cendrung semu dan bias karena hanya
menyampaikan program-program yang berhasil saja, sedangkan program yang
gagal sering disembunyikan (Nurhamid,2008)

Kinerja pemerintah daerah juga dapat dilihat dari kemadirian daerah
tersebut (Halim,2014). Dari hasil penelitian Angelina et al (2020) menunjukkan
bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau sangat rendah. Rasio
kemandirian hanya 50%. Rendahnya kinerja pemerintah daerah ini tentu akan
berdampak terhadap pembangunan daerah.

Penelitian Ahyaruddin & Akbar (2018) juga mengungkapkan bahwa
kinerja pemerintah yang disampaikan hanya sebatas formalitas dan lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor koersif dalam bentuk tekanan regulasi seperti yang
diungkapkan dalam teori isomorfisma institusional, yaitu untuk mendapatkan
legitimasi dan dukungan eksternal (Ahyaruddin & Akbar 2016, 2017;Ashworth,
Boyne, & Delbridge 2009; Blume & Voight, 2011; Dimaggio & Powell 1983).
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Rendahnya harapan kinerja pemerintah tersebut menjadi menarik untuk
dikaji. Penelitian penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja pemerintah dari
berbagai sisi. Peneliti menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah ( Armaja et al,2017); Juwita (2017) dan Mustikarini
dan Fitriasasi (2012) Namun penelitian Suharti (2017); Usman dan Misra (2019)
menunjukkan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja
penyelengaaraan pemerintah daerah.

Penelitian Purba (2006) menemukan belanja daerah berpengaruh yang
positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun. Didukung
oleh penelitian Rustiono (2008) yang menunjukkan bahwa bahwa peningkatan
pengeluaran daerah dapat meningkatkan kinerja ekonomi makro.  Namun
Penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012); Harumiati dan Payamta(2014)
menunjukkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Selain belanja daerah intergovermental revenue juga merupakan faktor
penghambat kinerja daerah. Intergovernmental revenue adalah “pendapatan yang
diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak
memerlukan adanya pembayaran kembali” (Patrick, 2007). Hasil penelitian
Simanullang (2013), Riesty (2016) dan Tesha (2014) menunjukkan bahwa
intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun
penelitian Ayuningsih (2016) dan  Erawati (2016) menunjukkan bahwa
Intergovernmental revenue tidak memilikipengaruh pada Kkinerja keuangan
pemerintah daerah.

Penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta  Masdiantini dan
Erawati (2016) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit BPK  dapat
mempengaruhi  kinerja pemerintah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan
Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah . Namun hasil
penelitian Hasil penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016); Tama dan Adi (2018)
menunjukkan bahwa temuan audit tidak memberikan efek pada kinerja keuangan
pemerintah daerah di daerah distrik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang

beragam, oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali.
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Berbeda dengan Suharti yang mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah,
penelitian ini memfokuskan pada Kkinerja keuangan Pemerintah dengan
menggunakan ukuran efisiensi (Halim,2004). Penelitian serupa di Provinsi Riau
masih belum banyak dilakukan, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan pada
Pemerintah Daerah( Kabupaten dan Kota) Se Provinsi Riau.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemrintah
Daerah, khusunya Pemerintah Daerah se Provinsi Riau dalam meningkatkan

Kinerjanya.

Tinjauan Literatur
Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). “Menurut Undang-Undang No.33 Tahun
2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang
digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah
dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”
Belanja Daerah

“Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersin dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
pada Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

“Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3)
menyebutkan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
(@) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
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yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja adalah

semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.”

Intergovernmental Revenue

Lesmana (2010) mendefinisikan “intergovernmental revenue jenis
pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau
pemerintah provinsi kepada Pemda untuk membiayai kegiatan operasional
pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, Pemda membelanjakan pendapatan
transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut
Undang-Undang.” “Intergovernmental revenue adalah pendapatan pemerintah
daerah yang bersumber dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah (Saputra, 2015).
Menurut Patrick (2010:22)”,

Temuan Audit (BPK)

Temuan audit adalah penyimpangan-penyimpangan yang muncul akibat
dilakukannya pemeriksaan atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan
pengelolaan keuangan saat pemberian opini audit. Temuan audit yang di temui
oleh BPK RI terdiri dari: “(1) kerugian daerah; (2) potensi kerugian daerah; (3)
kekurangan  penerimaan; (4) administrasi; (5) ketidakhematan; (6)
ketidakefisienan; dan (7) ketidakefektifan (De angelo dalam Setyaningrum,
2012)”.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

“Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan merupakan sumber dari
penerimaan asli daerah  pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk
pembangunan. Semakin besar PAD pada suatu daerah maka sumber keuangan
yang diperoleh semakin besar. Jumlah PAD yang besar dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dengan pencapaian program-program dan
kegiatan pembangunan daerah. Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari
kinerja ekonomi makro. Hasil penelitian Hadi et al (2009) ; Fitriyanti dan Pratolo
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(2009) menunjukkan bahwa kenaikan PAD berkorelasi positif dengan kinerja
pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas dihipotesiskan :

Hi: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah
daerah.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja daerah berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah.
Pengeluaran pembangunan untuk belanja daerah sangat penting dilakukan karena
untuk meningkatkan infrastrukur, kualitas SDM, dll. Hal ini didukung oleh hasil
penelitian Purba (2006) dan Rustiono (2008) menunjukkan bahwa pengeluaran
untuk pembangunandapat meningkatkan kinerja kinerja ekonomi makro. maka
dihipotesiskan:

H,: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kkinerja pemerintah
daerah.

Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Intergovernmental Revenue yang merupakan pendapatan berasal dari
sumber eksternal disebut juga dengan dana perimbangan. Dana perimbangan
digunakan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pendanaan pemerintah antar
daerah. Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaanya oleh
pemerintah pusat.  Semakin besar dana perimbangan maka  diperlukan
pengawasan yang lebih dari pemerintah pusat. Hal ini akan mengakibatkan
pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program
kerjanya. Dengan demikian  akan mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuanganya karena sumber keuanganya berasal dari pihak eksternal. semakin
besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat,
yang menyebabkan pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam
pelaksanaan program kerjanya.

Hasil penelitian Riesty (2016) dan Tesha (2014) menunjukkan bahwa
intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini
menunjukan jika dana perimbangan besar maka kinerja keuangan baik, sehingga
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rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan
diatas dapat dihipotesiskan:

Hs: Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap Kinerja
pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan temuan terhadap kasus-kasus atas
pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian intern dan pelanggaran kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pemerintah daerah.
Banyaknya temuan audit mengindikasikan buruknya kinerja pemerintah, Hal ini
disebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan pengawasan dengan baik.
Didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta
Masdiantini dan Erawati (2016)yang menunjukkan bahwa jumlah temuan audit
BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka
dihipotesiskan :

Hs: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kkinerja pemerintah
daerah.

Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan peneliti sebelumnya dan kajian teoritis maka model

penelitian digambarkan sebagai berikut :

Kekayaan Daerah (X1)

Belanja Daerah (X2) Kinerja Pemerintah
Daerah

Intergovernmental
Revenue (X3)

Temuan Audit (BPK)
(X4)

Gambar 1
Model Penelitian
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Metode Penelitian
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Riau yakni sebanyak 12 Kota/Kabupaten. Penentuan sampel
menggunakan metode sensus artinya seluruh populasi menjadi sampel dalam
penelitian ini mengingat 12 Kota/Kabupaten tersebut berada dalam kewenangan
Propinsi Riau. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang dihasilkan
oleh 12 Kota/Kabupaten di Propinsi Riau dari tahun 2014-2018 (12 x 5 tahun =
60)
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan
keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang di publikasikan, laporan realisasi anggaran untuk data PAD dan total
pendapatan, laju PDRB tahun 2014-2018.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Berikut tabel operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Pengukuran

Variabel dependen | “Kinerja merupakan gambaran
(Y) Kinerja | pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan Realisasi Belanja Daerah
Keuangan dalam mencapai tujuan, visi dan misi | =
Pemerintah Daerah | suatu organisasi” (Bastian, 2006:117). Realisasi Pendapatan Daerah
Variabel “Penerimaan yang diperoleh daerah dari PAD
Kekayaan sumber-sumber di dalam daerahnya | =
Daerah (X1) sendiri yang dipungut berdasarkan Total Pendapatan

peraturan  daerah  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan yang
berlaku”. (Ardhani, 2011).

Variabel Belanja | “semua kewajiban daerah yang diakui Total Realisasi Belanja Daerah
Daerah (X2) sebagai pengurang nilai kekayaan bersih | =
dalam periode tahun anggaran yang Total Anggaran Belanja daerah

bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari
belanja langsung dan belanja tidak
langsung”. (UU No.23 Tahun 2014)
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Variabel “Intergovernmental revenue merupakan Total Dana Perimbangan
Intergovernmental | bagian dari pendapatan daerah yang | =
Revenue (X4) berasal dari lingkungan eksternal (luar Total Pendapatan
kota madya) dan besarnya
ketergantungan pemerintah dari transfer
pemerintah pusat” (80%-98%)
(Suhardjanto et al., 2010)
Variabel Temuan | “Temuan  audit  (dalam  rupiah) Temuan Audit (dalam rupiah)
Audit (BPK) (X5) | dibandingkan dengan total anggaran | =
belanja”. (Mustikarini dan Fitriasasi, Total Anggaran Belanja
2012)

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalaj regresi linier berganda untuk
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kekayaan daerah, belanja
daerah, intergovernmental revenue, temuan audit (BPK) terhadap Kinerja
pemerintah daerah.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Y = o+ BrXy+ BaXo + BaXs+ PaXy + +&

Keterangan:

Y = Kinerja pemerintah daerah X3 = Intergovernmental revenue
a = Konstanta X4  =Temuan audit (BPK)

B = Koefisien Regresi € = Koefisien Error

X1 = Kekayaan daerah

X = Belanja daerah

Hasil dan Pembahasan
Hasil Statistik Deskriptif
Hasil satistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2

Statistik deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kekayaan_daerh 60 .04 .32 .1057 .06177
Belanja_daerh 60 .00 2.79 .9263 37977
Intergovermental_revenue 60 .53 .90 7333 .07725
Temuan_audit 8 .00 .01 .0021 .00173
Kinerja_pemda 60 .76 1.71 1.0470 .16964
Valid N (listwise) 8

Sumber : Data olahan dengan spss

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap variabel lebih

tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, yang menunjukkan data baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov dapat dilihat

pada Tabel 3 dibawah ini:

Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N

Normal Parameters®®

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean

Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

8

.0000000
.02847248
73

.098

-173

490

970

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov diatas diketahui nilai P value

(Asymp.Sig) 0,970 > 0,05. Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi

normalitas.
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Kinerja_pemda

Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.

berikut ini:
Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
Collinearity Statistics Keterangan
Model Tolerance VIF
1 (Constant)

Kekayaan_daerh
Belanja_daerh
Intergov_reve

Temuan_audit

136 7.376
.208 4811
101 9.873
.252 3.961

Tidak terdapat multikolineriatas
Tidak terdapat multikolineriatas
Tidak terdapat multikolineriatas

Tidak terdapat multikolineriatas

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance besar dari

0,1 dan nilai VIF kecil dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi

multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot dapat dilihat pada

gambar berikut ini

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja_pemda

1.104

1.00

0
i

.80

T T T T
-2 -1 a 1

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 2
Sumber : Hasil Pengolahan Data
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Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat hasil pengujian heterokedastisitas
menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil penelitian dapat disimpulkan tidak
terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi
Hasil uji dapat dilihat hasil uji autokrelasi dalam penelitian ini :

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson

1 .964° .928 .750 .05327 1.832

a. Predictors: (Constant), Temuan_audit, Rsio_kmandirian, Kekayaan_daerh, Belanja_daerh, Intergov_reve
b. Dependent Variable: Kinerja_pemda

Sumber : Hasil Pengolahan Data
Dari tabel 5 diketahui nilai dpiwung (Durbin Watson) 1,832 terletak antara

—2 dan +2 = -2 < 1,832 < +2 yang menunjukkan tidak terdapatautokorelasi dalam

model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian hipotesis

Tabel 6
Hasil Analisis Regressi Berganda

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 3.942 .665 5.930 .027
Kekayaan_daerh 2.148 .932 1.184 2.305 .001
Belanja_daerh 244 219 462 1.114 .381
Intergov_reve 3.565 792 2.675 4.501 .000
Temuan_audit 43.602 23.202 .707 1.879 .201

Sumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS For Windows versi 23.0
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Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung kekayaan daerah
(X1) (2,305) > t tabel (2,00) dengan p value 0.001 (<0.005). Nilai koefisien beta
menunjukkan nilai positif 2,248 sehingga dapat disimpulkan H; diterima yaitu
kekayaan daerah (X;) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Hal ini menunjukkan semakin
besar kekayaan daerah maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin
meningkat.

Tingkat kekayaan yang besar mempengaruhi kinerja penyelenggaraan
pemda tersebut. Tingkat kekayaan dapat mempengaruhi berjalannya
pembangunan pada suatu daerah serta dapat memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat. “Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan yang ditandai
dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi
kinerja penyelenggaraanpemda tersebut” (Mustikarini dan Fitriasasi, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Lin et. al. (2010), Mustikarini dan Fitriasasi (2012), Sumarjo (2010), Ayuningsih
(2016) yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh terhadap Kkinerja
pemerintah daerah
Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung belanja daerah (X)
(1,114) < t tabel (2,00) dengan p value 0.381 (>0.05) . Sehingga H2, artinya tidak
terdapat pengaruh antara belanja daerah (X;) terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Riau.

APBD disusun bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Namun jika alokasi
APBD lebih besar pada alokasi untuk dana operasional, bukan pada pembangunan
maka kinerja pemerintah juga tidak akan meningkat. Dari data yang diperoleh
alokasi APBD pada pemerintah daerah masih lebih besar pada belanja operasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih
(2016) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara belanja daerah

terhadap kinerja pemerintah daerah.
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Pengaruh intergovernmental revenue terhadap kinerja pemerintah daerah
Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung intergovernmental revenue
(X3) (4,501) > t tabel (2,00) dengan nilai p value 0.000 ( <0.05) . Koefisien beta
menunjukkan nilai positif 3.565, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hg diterima ,
intergovernmental revenue (X,) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah
daerah. Semakin besar intergovernmental revenue maka akan semakin meningkat
Kinerja pemerintah daerah.
Semakin berasr dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka
dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai program dan kegiatan pemerintah
daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian Utomo (2015) dan Suryaningsih dan
Sisdyani (2016), Utomo (2015), Suryaningsih dan Sisdyani (2016) dan Sisdyani
(2016) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengaruh temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung temuan audit (X4) (1,879) <t
tabel (2,00) dengan p value 0.201 (> 0.05) . Sehingga H, artinya tidak terdapat
pengaruh antara temuan audit (X4) terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Riau.

Temuan audit BPK dapat ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit berkaitan dengan
opini yang akan diberikan olen BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
diberikan apabila pemerintah telah menyajikan informasi yang bebas dari salah
saji material pada laporan keuangannya, yang diyakini berdasarkan bukti-bukti
audit yang dikumpulkan. Kalaupun terdapat temuan pemeriksaan, temuan
tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengambilan keputusan. Oleh sebab itu jumlah temuan audit tidak berhubungan
dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad
(2017) dan Purba (2019) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara

temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
2
Koefisien Determinasi (R ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

2
kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R ) adalah
antara nol dan satu.

Tabel 7
Koefisien Determinasi

Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate ~ Durbin-Watson

1 964" 928 .750 .05327 1.832

a. Predictors: (Constant), Temuan_audit, Rsio_kmandirian, Kekayaan_daerh, Belanja_daerh,
Intergov_reve
b. Dependent Variable: Kinerja_pemda
Sumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS versi 23.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kekayaan daerah (X,), belanja
daerah (X3), rasio kemandirian (X3), intergovernmental revenue (X,) dan temuan audit
(Xs) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat, yaitu kinerja
pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau), hal ini
dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,964. Diketahui
bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R?) sebesar 0,750. Hal ini menunjukkan
bahwa semua variabel bebas yakni kekayaan daerah (X,), belanja daerah (X), rasio
kemandirian (Xs), intergovernmental revenue (X4) dan temuan audit (Xs) secara bersama-
sama memberikan sumbangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah
Provinsi Riau yaitu sebesar 75 %. Artinya variabel bebas yakni kekayaan daerah (X,),
belanja daerah (X,), rasio kemandirian (X3), intergovernmental revenue (X,) dan temuan
audit (Xs) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah
kabupaten/kota di Riau) sebesar 75 %.

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu kekayaan daerah berpengaruh
positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.
Peningkatan kekayaan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah. Belanja daerah
tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Riau. intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Meningkatnya Intergovermental Revenue akan
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meningkatkan kinerja pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan temuan audit
(BPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan
Kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan
penelitian, diantaranya: Penelitian ini tidak dapat mencapai keseluruhan
pemerintah daerah yang ada di Indonesia, hanya satu propinsi saja yakni Propinsi
Riau sehingga hasil penelitian yang diharapkan belum maksimal. Sehingga
disarankan penelitian selanjutnya meneliti objek yang lebih luas. Penelitian ini
hanya menggunakan kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental
revenue, temuan audit (BPK)untuk melihat pengaruhnya terhadap Kkinerja
pemerintah daerah, ada baiknya penelitian selanjutnya menambah variabel lainnya
seperti ukuran legislatif, ketepatan sasaran anggaran, opini audit, dan lain-lain.

Penelitian ini memiliki kontribusi pada pemerintah daerah yaitu dapat
meningkatkan Kinerjanya melalui peningkatan kekayaan daerah dengan cara menggali

potensi daerah.
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